BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KRIMINOLOGI, KEJAHATAN,
TERORISME, DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA
TERORISME DI INDONESIA

Kriminologi dan Kejahatan

Nama kriminologi ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli
antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “crimen”
yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu
pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan
penjahat.

Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana,
masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang
dicakup dalam kriminologi.

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi
sebagai berikut:!
e Edwin H. Sutherland: criminology is the body of knowledge regarding
delinquency and crime as social phenomena (kriminologi adalah
kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan

sebagai gejala sosial).

! Alam A.S,Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar,2010,Hal 1-2
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e J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan
untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya
kejahatan dan penjahat.

e WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki
gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-
musabab serta akibat-akibatnya.

e Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan

seluas-luasnya.

Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan
hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan
kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang
ditimbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat (umur, keturunan,
pendidikan dan cita-cita).

Dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak
hukum serta pencegahan (undang-undang). Segala aspek tadi dipelajari oleh
suatu ilmu tertentu, umpama jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat
dipelajari psikologi dan sosiologi, masalah keturunan dipelajari biologi,
demikian pula masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya.
Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkut-paut dengan
kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah

digabung menjadi suatu kebulatan yang sistemis disebut kriminologi. Inilah
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sebabnya orang mengatakan kriminologi merupakan gabungan ilmu yang
membahas kejahatan.

Thorsten Sellin menyatakan bahwa criminology a king without a
country (seorang raja tanpa daerah kekuasaan)?.

Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan
sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses
Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi
Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan
terjadinya kejahatan.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa kriminologi membahas
masalah kejahatan. Timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat
disebut kejahatan? Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu
perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan
untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu.
Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu,
masyarakat resah akibatnya. Penggangguan ini dianggap masyarakat anti
sosial, tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena
masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai
dengan irama masyarakat. Jadi ada kemungkinan suatu tindakan sesuai

dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut

2 Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Tarsito,
Bandung.1980,Hal 9
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mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan
masyarakat tadi, demikian pula sebaliknya.

Ketidak sesuaian ini dipengaruhi faktor waktu dan tempat. Dengan
kata lain pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan
tempat. Pada suatu waktu sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan pada
waktu yang lain tidak lagi merupakan kejahatan, dan sebaliknya. Juga bisa
terjadi di suatu tempat sesuatu tindakan disebut jahat, sedang di tempat lain
bukan merupakan kejahatan. Dengan kata lain masyarakat menilai dari segi
hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi
sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah kejahatan dalam makna
yuridis. Sebaliknya bisa terjadi sesuatu tindakan dilihat dari segi sosiologis
merupakan kejahatan sedang dari segi juridis bukan kejahatan, ini disebut
kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).®

Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis
atau murni)*, berdasarkan kesimpulan praktis kriminologis teoritis adalah
ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu
pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan
mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut.

Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi, artinya

kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya; segi yuridis

3 Ibid hal 10
4Yesmil anwar dan adang, kriminologi,refika adi tama, bandung, 2010,hal.xvii
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dari persoalan tersebut yaitu perumusan dari pada berbagai kejahatan itu,
tidak menarik perhatiannya atau hanya tidak langsung. Seperti dalam ilmu
pengetahuan lainnya, yang terpenting dalam kriminologi adalah
mengumpulkan bahan-bahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para
penyidik sama dengan dalam ilmu pengetahuan lain (kejujuran, tidak berat
sebelah, teliti dan lain-lain seperti dalam semua hal yang berhubungan
dengan homosapien). Juga disini hendaknya kita menaruh perhatian dan
simpati kepada manusia yang mau mengabdikan pengetahuannya untuk
kepentingan umat manusia.

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai
kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat,

Paul Moekdikdo merumuskan sebagai berikut:®

“Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut
ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan
dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.”

Ada beberapa rumusan dan definisi dari berbagai ahli kriminologi
Garafalo misalnya yang merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran
perasaan-perasaan kasih, Thomas melihat kejahatan sebagai suatu tindakan
yang bertentangan dengan solidaritas kelompok tempat pelaku menjadi
anggota, Redeliffe Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu

pelanggaran tata cara yang menimbulkan sanksi pidana sedangkan Bonger

5 Soedjono, R, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, 1975, hal 5
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menganggap kejahatan sebagai suatu perbuatan anti sosial yang sadar dan

memperoleh reaksi dari negara berupa sanksi.

Bahwa kejahatan diukur berdasarkan pengujian yang diakibatkan

terhadap masyarakat. Berbicara tentang rumusan dan definisi kejahatan,

penulis akan mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli kriminologi

dan hukum pidana diantaranya sebagai berikut:®

1.

Thorsten Sellin berpendapat bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi
tuntutan ilmuan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan
kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma
kelakuan (ConductNorm), karena konsep norma-norma berlaku yang
mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak
merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta juga
tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus
terkandung di dalam hukum.

Sue Titus Reit, bagi suatu rumusan hukum tentang kejahatan maka hal-
hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah bahwa kejahatan adalah
suatu tindakan sengaja atau omissi. Dalam pengertian ini seseorang tidak
dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada tindakan
atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga
merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban untuk bertindak

dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat.

& Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Tarsito, Bandung

.1980,Hal 5
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3. Merupakan pelanggaran hukum pidana:

a. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang
diakui secara hukum.

b. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau
pelanggaran.

4. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku
yang dilarang oleh negara karena perbuatan yang merugikan negara dan
terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukuman sebagai upaya
pemungkas.

5. Herman Manheim menganggap bahwa perumusan kejahatan adalah
sebagai perbuatan yang dapat dipidana lebih tepat, walaupun kurang
informatif, namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni

pengertian hukum terlalu luas.

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa pemberian suatu batasan
sangat memerlukan suatu pengetahuan yang mendalam dan dapat pula
menunjang pokok masalah yang akan dibahas. Namun hal ini tidaklah
berarti bahwa tidak boleh memberi batasan sebab suatu batasan dianggap
dapat dijadikan sebagai landasan atau tolak pangkal dari pembahasan
selanjutnya. Dari beberapa pendapat di atas nampak betapa sulitnya
memberikan batasan yang dianggap tepat mengenai pengertian kejahatan,
sampai saat ini belum ada suatu definisi yang dapat diterima secara umum

oleh para kriminolog.
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Pandangan kejahatan dari segi yuridis menghendaki batasan dalam
arti sempit, yakni kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang
juga meliputi pengertian kejahatan dalam arti sosiologis.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan kedua pengertian
kejahatan tersebut sebagai berikut:’

A. Pengertian Kejahatan Secara Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah
laku atau perbuatan yang jahat misalnya pencurian, pembunuhan,
penganiayaan dan masih banyak lagi.

B. Pengertian Kejahatan Secara Sosiologis

Pengertian kejahatan secara yuridis berbeda dengan pengertian
kejahatan secara sosiologis, kalau kejahatan dalam pengertian secara yuridis
hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral
kemanusiaan merugikan masyarakat (antisosial) yang telah dirumuskan dan
ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Akan tetapi pengertian
kejahatan secara sosiologis, selain mencakup pengertian yang masuk dalam
pengertian yuridis juga meliputi kejahatan atau segala tingkah laku manusia,
walaupun tidak atau belum ditentukan dalam bentuk undang-undang pada
hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai
tingkah laku secara ekonomis dan psikologis, menyerang atau merugikan

masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

7 Alam A.S,Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar,2010,Hal 2



40

Dalam mempersoalkan sifat dan hakikat atau perihal tingkah laku
inmoril atau antisosial tersebut di atas, nampak adanya sudut pandang.
Subyektif apabila dilihat dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang
merugikan masyarakat pada umumnya.

B. Teori-Teori Sebab Kejahatan
Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan
menjadi sebagai berikut:®

1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan);

2. Cultural Deviance(penyimpangan budaya);

3. Social Control (kontrol sosial).

Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada
kekuatan-kekuatan sosial (social force) yang menyebabkan orang
melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan
tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie
beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat
nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya
anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam
ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana

yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji

& Alam, A.S, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books,Makassar.2010.
Hal 45
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tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustasi dan
beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate means).
Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim
bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang
berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah.
Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti
sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma
konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya, sementara
itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency
dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat
sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.
Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter
Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang

sedang berkembang adalah sebagai berikut:®

a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya
cukup besar dan sukar dicegah;

b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan
norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial
yang cepat, terutama di kota-kota besar;

¢c. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada

pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat

° Ibid hal 46
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terutama remajanya menghadapi ‘samar pola’ (ketidak taatan pada

pola) untuk menentukan prilakunya.

C. Definisi ,Bentuk Dan Karakteristik Terorisme

1. Definisi Terorisme

Hingga saat ini, definisi terorisme masih menjadi perdebatan meskipun
sudah ada ahli yang merumuskan, dan dirumuskan di dalam peraturan per-Uu.
Amerika Serikat sendiri yang pertama kali mendeklarasikan “perang melawan
teroris” belum memberikan definisi secara gamblang dan jelas sehingga semua
orang bisa memahami makna sesungguhnya tanpa keraguan, tidak merasa
didiskriminasikan serta dimarginalkan.

Ketiadaan definisi hukum Internasional mengenai terorisme tidak serta
merta berarti meniadakan definisi hukum tentang terorisme itu. Menurut
hukum nasional masing-masing negara, di samping bukan berarti meniadakan
sifat jahat perbuatan itu dan dengan demikian lantas bisa diartikan bahwa
pelaku terorisme bebas dari tuntutan hukum. Nullum crimen sine poena, bunyi
sebuah asas hukum tua, yang bermakna bahwa tiada kejahatan yang boleh
dibiarkan berlaku begitu saja tanpa hukuman, tetapi karena faktanya Kini
terorisme sudah bukan lagi sekedar International Crime dan sudah
menjadi Internationally Organized Crime maka sangatlah sulit untuk
memberantas kejahatan jenis ini tanpa adanya kerjasama dan pemahaman yang

sama di kalangan negara-negara.[2]
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Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin ‘terrere’
yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata ‘teror’ juga bisa
menimbulkan kengerian di hati dan pikiran korbannya. Akan tetapi hingga kini
tidak ada definisi terorisme yang dapat diterima secara universal. Pada
dasarnya, istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi
yang sangat sensitive karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan
dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa atau masyarakat
sipil. Masing-masing negara mendifinisikan terorisme menurt kepentingan dan
keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam European
Convention on the Supression of Terorism (ECST) di Eropa pada tahun 1977
terjadi perluasan paradigma arti dari Crimes Against Statemenjadi Crimes
Against Humanity. Crimes Against Humanity meliputi tindak pidana untuk
menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan
masyarakat umum ada dalam suasana teror. Dalam kaitannya dengan
HAM, Crimes Against Humanity masuk kategori gross violation of human
rightsyang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematik dan
diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk
sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang yang tidak bersalah (public
by innocent) sebagaimana halnya terjadi di Bali. Seruan diperlukannya suatu
per-UU terorisme pun disambut pro kontra mengingat polemik definisi
mengenai terorisme masih bersifat multi interpretative, umumnya lebih

mengarah pada polemik kepentingan negara atau state interested. Bila indikasi
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pengertian ini lebih mengarah pada kepentingan negara setidaknya sebagai

perbuatan Crimes Against State maka sangat dikhawatirkan adanya jubah

subversi (UU No. 11/PNPS/1963) muncul ke permukaan sebagai ekspresi

demokrasi dan HAM.

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, dapat

dikaji terlebih dahulu definisi terorisme yang dikemukakan oleh beberapa

lembaga atau ahli, diantaranya:

1)

2)

3)

US Central Intelegence Agency (CIA); terorisme internasional adalah
terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi
asing dan atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau
pemerintah asing.

US Federal Bureau of Investigation (FBI); terorisme adalah
penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau
harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil serta
elemennya unuk mencapai tujuan sosial atau politik.

US Departments of State and Defense; terorisme adalah kekerasan
bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok
subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Biasanya
dengan maksud untuk mempengaruhi audiens. Terorisme internasional
adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari

satu negara.

4) Black’s Law Dictionary; terorisme adalah kegiatan yang melibatkan

unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan
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6)

7)
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manusia yang melanggar hukum pidana Amerika, atau negara bagian
Amerika, dan dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil,
mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi penyelenggaraan
negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.

The Arab Convention on the Supression of Terorism (1998); terorisme
adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya,
yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau
kolektif yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut
dengan melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan atau
keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan
atau harta publik maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya
atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.

Treaty on Cooperation among the State Members of the Commonwealth
of Independent States in Combating Terorism (1999); terorisme adalah
tindakan illegal yang diancam hukuman di bawah hukuman pidana
yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik,
mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau moneter
penduduk, dan mengambil bentuk kekerasan atau ancaman.©

Hadi al-Madkhaly; terorisme adalah sebuah kalimat yang terbangun di

atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) beraneka ragam yang

10

Muladi, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia,

(Jakarta: HabibieCenter, 2002), him.174.
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intinya adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang
menebarkan rasa ketakutan pada individu atau kelompok masyarakat.*
Hafid Abbas (Dirjen Perlindunngan HAM Depkeh dan HAM RI);
terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah
melawan orang atau property untuk mengintimidasi atau menekan
pemerintah, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya untuk memaksa
tujuan sosial dan politik.'?

Dalam pasal 1Perpu No.01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme (sekarang UU No.15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme); terorisme adalah perbuatan
melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk
menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan
bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau
menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut
terhadap orang secara meluas sehingga terjadi kehancuran terhadap
obyek-obyek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan
hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan,
perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas

internasional.

2. Karakteristik Terorisme

11

Hadi al-Madkhaly, Terorisme Dalam Tinjauan Islam, (Tegal: Maktabah Salafy

Press, 2002), him. 1-2.

12

him. 3.

Hermawan Sulistyo, Beyond Terorism, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002),
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Dalam sebuah laporannya yang diberi judul The Sociology and
Psichology of Terorism; Who Become a Terorist and Why? Divisi riset federal
(konggres AS) disebutkan ada lima ciri dari kelompok teroris, yakni: separatis-
nasionalis, fundamentalis-relegius, relegius baru, revolusioner, revolusioner
sosial dan teroris sayap kanan. Klasifikasi kelompok ini didasarkan pada
asumsi bahwa kelompok-kelompok teroris dapat dikategorikan menurut latar
belakang politik dan idiologi.*®

Ciri pengidentifikasian terorisme akan dapat memberikan pengenalan
yang tunggal dan solid mengenai terorisme, agar dapat mudah dikenali dalam
konteks operasinya. Dalam sudut pandang seperti tersebut, maka paling tidak
ada sebelas (11) ciri identifikasi terorisme:

1) Terorisme, apapun metode yang digunakan ia merupakan suatu bentuk
penggunaan kekerasan (oleh suatu kelompok), untuk menekan
pemerintah dan atau masyarakat, agar menerima tuntutan perubahan
sosial maupun politik yang secara umum bernuansa dan atau
menggunakan cara-cara yang bersifat radikal.**

2) Spektrum motivasi yang melatarbelakangi gerakan dan aksinya
memiliki spektrum yang beragam.

3) Komunitas yang sangat spesifik (komunitas yang terus menerus dicaci

maki, ditekan atau dirongrong wibawanya.

13 Kompas, 5 Oktober 2002, him. 28.

14 Bijah Subiyanto, “Transparansi dan Akuntabilitas Publik di bidang Intelijen yang Berkaitan
dengan Kejahatan Terorisme”. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional: Hakekat dan
Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme, pada tanggal 21-22 Mei 2003, Surabaya, fakultas Hukum
Ubaya, him. 2.
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4) Sangat profesional dalam tugasnya dan mendapat perlindungan yang
ketat dari organisasi dan sebaliknya.
5) Sangat sulit dilacak dan dibuktikan secara legal.
6) Upaya memerangi terorisme multidimensi dan multidisipliner.
7) Secara organisatoris, baik dalam pembinaan, pengembangan dan
operasinya memiliki sayap operasional dilapangan.
8) Selalu mengadakan kerjasama yang melampaui batas wilayah negara.
9) Penampilan para teroris sering mengecoh aparat.
10) Sepak terjang teroris lebih licik, lincah dan licin.
11) Doktrin operasi terorisme yang merupakan petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis dan petunjuk taktis di lapangan.
3. Bentuk-Bentuk Terorisme
Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal, yaitu teror
kriminal dan teror politik. Teror kriminalbiasanya hanya untuk kepentingan
pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal biasanya menggunakan
cara pemerasan dan intimidasi. Lain halnya dengan teroris politik yang lebih
memilih-milih korbannya. Ada beberapa karakteristik dari teroris politik yaitu
merupakan intimidasi koersif, memakai pembunuhan dan destruksi secara
sistematis sebagai sarana, koraban bukan tujuan, melainkan sarana untuk
menciptakan perang urat syaraf, target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia
dengan tujuan publisitas, pesan aksi itu cukup jelas, ara pelaku kebanyakan

dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras.
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Kejahatan terorisme jika dibandingkan dengan jenis-jenis kejahatan
lain, maka terorisme merupakan suatu kejahatan yang unik. Terdapat banyak
elemen yang membedakannya dengan kejahatan yang lain, diantarannya
seringkali terdapat elemen yang ekstrim (extreme fear), adanya tujuan tertentu,
penggunaan teknologi baik di bidang persenjataan maupun teknologi

lain (misalnya komunikasi), dan gerakannya klandestin atau tertutup.®

D. Tinjauan Yuridis Penganturan Tindak Pidana Terorisme di indonesia

Hukum Pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-kadang
juga delict yang berasal dari bahasa Latin delictum. Hukum pidana Negara-
negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud
yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka
istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar feit. Sekarang ini semua undang-
undang telah memakai istilah tindak pidana.'®

Telah dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hokum larangan mana disertai ancaman (sangsi)
yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh
suatu aturan hokum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu

diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau

5 Koesno Adi, “Kajian Perubahan Regulasi Penanggulangan Kejahatan Terorisme”. Makalah

disampaikan dalam Workshop 2 pada tanggal 28-30 Januari, Malang: Pusat Pengembangan
Otoda Fakultas Hukum Unibraw, him. 2.
8Andi Hamzah, Asas-asas hukum pidana, Rineka Cipta, 2008, Jakarta, him. 86.
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kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman
pidananya ditujuakan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.'’
Menurut Simons, bahwa strafbaar feit (terjemahan harafiah : peristiwa
pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan
(schuld) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud
oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan
culpa late (alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan
unsur-unsur perbuatan pidana yang meliputi perbuatan dan sifat melawan
hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) yang
mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan
bertanggungjawab.®
Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 (lima) unsur,
yaitu:*°
1. Harus ada sesuatu kelakuan (gedraging);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (wettelijke
omschrijving);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;

5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

7 Moeljatno, asas-asas hukum pidana, rineka cipta, 2002, Jakarta, him. 54.

18 7ainal Abidin, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, 2007, Jakarta, him. 224.

198 C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, PT. Pradnya
Paramita, 2007, Jakarta, him. 37.
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Simons menyebutkan adanya unsure obyektif dan unsure subyektif dari
tindak pidana (stafbaar feit). Yang disebut sebagai unsure obyektif ialah:°
1. Perbuatan orang;

2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam
pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum?”.

Kemudian dari segi unsur subyektif dari tindak pidana (stafbaar feit):
1. Orang yang mampu bertanggungjawab;

2. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan
kesalahan.

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana
adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-
perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir
sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman
atau pidana termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara,
kurungan dan denda. Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh
manusia atau orang pribadi oleh karena itu hokum pidana selama ini hanya
mengenai orang, seorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum.
Subjek hukum atau pelaku pencemaran lingkungan hidup berdasarkan bunyi
Pasal 55 KUHPidana maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana
adalah:

1. Orang yang melakukan (Pleger)

20 Ibid, him 41
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Orang yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang secara
sendiri melakukan semua unsure-unsur dari suatu tindak pidana.
Disamping itu dalam kenyataan sehari-hari orang yang tidak berani secara
langsung melakukan sendiri tindak pidana tetapi melibatkan orang lain
untuk melakukannya, baik dengan cara membayar orang lain, maupun
dengan cara mempengaruhinya ataupun dengan cara-cara lain sehingga
orang lain itu melakukan apa yang dikehendaki. Mereka yang melakukan
tindak pidana (plegen) jika mengacu kepada orangnya disebut dengan
pembuat pelaksana (pleger), adalah orang yang karena perbuatannyalah
yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan-perbuatan
pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari
sudut ini syarat seorang pleger adalah sama dengan syarat seorang dader.
Perbedaan pleger dengan dader adalah terhadap pleger masih diperlukan
keterlibatan orang lain baik secara fisik maupun psikis, hanya saja
keterlibatan orang lain ini harus sedemikian rupa sehingga perbuatan
tersebut tidak sebagai penentu dalam mewujudkan tindak pidana yang
akan dilakukan.?

2. Yang menyuruh melakukan/ member perintah (doen pleger)

Dalam hal ini paling sedikit harus ada dua orang, yaitu orang yang

menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan. Orang yang

menyuruh melakukan tindak pidana itu tidak melakukan unsur-unsur dari

21 Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, Percobaan dan Peyertaan, 2009 USU Press,
Medan, him 44.
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suatu tindak pidana, akan tetapi orang yang disuruhlah yang melakukan
unsure-unsur dari suatu tindak pidana tersebut. Orang yang disuruh dalam
hal ini adalah orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,
orang-orang yang dikecualikan dari hukuman, mereka ini hanya dianggap
sebagai alat semata, misal orang gila. Dengan demikian meskipun orang
yang menyuruh ini tidak melakukan sendiri tindak pidana, akan tetapi
dialah yang dianggap sebagai pelaku dan yang dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang yang disuruhnya tersebut.??
Supaya masuk dalam pengertian “menyuruh melakukan”, maka
orang yang disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan alat (instrument,
middel) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya:?3
a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 44 KUHP
b. Karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan
(overmacht) menurut pasal 48 KUHP.
c. Melakukan delik itu atas perintah jabatan yang tidak syah, menurut
pasal 51 KUHP,
d. Melakukan delik itu tanpa kesalahan sama sekali.
Dalam penyertaan berbentuk menyuruh melakukan ini terdapat
seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak

melakukannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya.

22 Laden Marpaung, Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (delik), 1991,
Sinar Grafika, Jakarta, him. 95

23 R. Atang Ranoemihardja, Hukum Pidana Asas-asas, pokok pengertian dan teori
serta pendapat beberapa sarjana, Tarsito, 1984 Bandung, him. 115.
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Syarat yang terpenting dalam bentuk menyuruh melakukan adalah orang

yang disuruh tersebut merupakan orang yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan. Jika diperinci syarat-syarat bentuk penyertaan

menyuruh melakukan adalah sebagai berikut:?*

a.

b.

Ada orang yang berhendak melakukan tindak pidana;

Orang tersebut tidak melakukannya sendiri;

Menyuruh orang lain untuk melakukan;

Orang vyang disuruh adalah orang yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

Rumusan “tidak dapat dipertanggungjawabkan” dan “ tidak

dapat dihukum” melakukan delik tersebut. Prof. Simons mengutarakan

bahwa orang yang disuruh tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu,

yaitu:?®

a.

Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah
seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang
dimaksud dalam pasal 44 KUHP;

Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana
mempunyai dwaling atau suatu kesalahpahaman mengenai unsure
tindak pidana yang bersangkutan;

Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama

sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa,

24 Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, Percobaan dan Peyertaan, 2009 USU Press,

Medan, him 50

him. 80.

25 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, 2005, Sinar Grafika, Jakarta,
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ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti
yang telah disyaratkan oleh UndangUundang bagi tindak pidana
tersebut;

d. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak
memenuhi unsur oogmerk, padahal unsure tersebut telah disyaratkan
didalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut;

e. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu telah
melakukannya di bawah pengaruh suatu overmacht atau di bawah
pengaruh suatu keadaan yang memaksa dan terhadap paksaan itu
orang tersebut tidak mampu memberi perlawanan;

f.  Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan
iktikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal
perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak
berwenang memberikan perintah semacam itu;

g. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak
mempunyai suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh
undangundang, yakni suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelaku

sendiri.

. Orang yang turut serta melakukan

Dalam hal ini juga paling sedikit harus ada dua orang yang secara
bersamasama melakukan suatu tindak pidana, mereka ini secara sadar

bersama-sama melakukan tindak pidana tertentu. Dengan demikian
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mereka juga secara bersama-sama dapat dipertanggungjawabkan atas
tindak pidana yang dilakukan itu.

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya
mededader harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:2°

a. Harus ada kerja sama secara fisik;
b. Harus ada kesadaran kerja sama.
4. Orang yang membujuk melakukan (uitlokker)

Dalam hal ini paling sedikit juga harus ada dua orang, yaitu orang
yang membujuk, yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu
tindak pidana dan orang yang dibujuk atau yang digerakkan untuk
melakukan tindak pidana dan kedua-duanya dapat
dipertanggungjawabkan.  Perbedaannya dengan yang menyuruh
melakukan, orang yang disuruh adalah orang-orang yang tidak dapat
dipertanggung jawabkan dan tidak ada digunakan sarana cara-cara lain
dalam hal menyuruh melakukan tersebut, sedangkan dalam hal membujuk,
orang yang dibujuk tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dalam hal
melakukan bujukan atau penggerakkan ini ada sarananya atau cara-cara
yang ditentukan oleh Undang-Undang.?’

Orang yang membujuk melakukan (uitlokker) adalah setiap

perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu

%6 jbid
7 ibid
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perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang
ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke- 2.
Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk
melakukan tindak pidana disebut actor intelectualis atau intelectueel dader
atau provocateur atau uitlokker. Orang yang sengaja membujuk (uitlokker)
dengan orang yang menmyuruh (doenpleger) memiliki persamaan, yaitu
sama-sama menggerakkan orang lain.?®
Berdasarkan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-2, dapat diketahui
unsur-unsur uitlokker (membujuk) sebagai berikut:?®
a. Kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu
oleh yang dibujuk;

b. Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan
dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

c. Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk
melakukan delik tertentu;

d. Orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik, setidak-
tidaknya melakukan percobaan.

Menurut Loebby Logman, syarat penyertaan dalam bentuk
menggerakkan ini adalah sebagai berikut:°
a. Ada orang yang berkehendak melakukan suatu tindak pidana;

b. Orang tersebut tidak melakukannya sendiri;

2 jpjd

2 |pid, hlm 85

30 Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, Percobaan dan Peyertaan, 2009 USU Press,
Medan, him 62
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c. Dengan suatu daya upaya yang telah ditentukan secara limitative
dalam undnag-undang;

d. Menggerakkan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana yang
dikehendaki;

e. Orang yang digerakkan dalam melakukan tindak pidana adalah orang
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seseorang dapat dipersalahkan “membantu melakukan”
(medeplichtige) jika ia dengan sengaja memberikan bantuan tersebut pada
waktu atau sebelum delik itu dilakukan. Apabila bantuan diberikan setelah
kejahatan itu dilakukan maka orang itu bersalah melakukan perbuatan
“sengkongkol” atau “tadah” (heling) melanggar pasal 480 KUHP. Unsur
sengaja harus ada, oleh karena bila ada orang yang secara kebetulan tidak
mengetahui, kemudian memberikan kesempatan daya upaya atau
keterangan untuk melakuakan kejahatan itu, maka ia tidak dapat dihukum.
“niat” untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang “diberi
bantuan”, sebab jika tersebut timbul dari orang yang member bantuan itu
sendiri, maka orang itu salah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking).

Menurut Rajagukguk dan Khairandy, Delik atau perbuatan
pidana terorisme adalah perbuatan yang melawan hukum yang melanggar
ketentuan pidana terorisme, yaitu melakukan perbuatan yang berkaitan
dengan kejahatan terorisme. Didalam undang-undang tindak pidana
terorisme ada dua delik yaitu delik materil dan delik formil. Delik materil

adalah delik atau perbuatan pidana yang rumusan perbuatan yang dilarang
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ditujukan pada penimbulan akibat, sedangkan delik formil adalah delik
yang teknik perumusan perbuatan yang dilarang ditujukan pada perbuatan
yang secara nyata memenuhi unsur-unsur delik.3!

Bagi orang yang secara melawan hukum memasukkan ke
Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,
atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi,
atau sesuatu bahan peledak dan melakukan tindak pidana terorisme,
dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Bagi mereka/orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
memperdagangkan bahan-bahan utama yang potensial untuk digunakan
sebagai bahan peledak. Ternyata bahan-bahan peledak tersebut digunakan
dalam tindak pidana terorisme, maka bagi pelaku diancam dengan
hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Bagi orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau
kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:*?

a. Memberikan atau meminjam uang atau barang atau harta kekayaan
kepada pelaku tindak pidana terorisme;

b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme;

3131 R, Atang Ranoemihardja, Hukum Pidana Asas-asas, pokok pengertian dan teori
serta pendapat beberapa sarjana, Tarsito, 1984 Bandung, him. 127
32 ibid
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c. Menyembunyikan informasi termasuk tindak pidana terorisme
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga ) tahun dan
paling lama 15 (lima belas ) tahun.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsure-unsur terorisme dalam
pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan melawan
hukum vyang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk
menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan
bagi kedaulatan bangsa dan Negara yang dilakukan dengan menggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa
takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang
bersifat missal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa
dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau
kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan
hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasiona.®

Termasuk juga perbuatan terorisme sebagaimana dimaksud di
dalam Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 yaitu:**

a. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan

untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk

pengamanan bangunan tersebut;

3 jbid
34 R. Atang Ranoemihardja, Hukum Pidana Asas-asas, pokok pengertian dan teori
serta pendapat beberapa sarjana, Tarsito, 1984, Bandung, him. 127.
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. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya
bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha
untuk pengamanan bangunan tersebut;

. Melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau
memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau
menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang
tanda atau alat yang keliru;

. Menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur,
rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau
alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;

. Melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat
dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain;

. Melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat
dipakai atau merusak pesawat udara;

. Menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau
rusak;

. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan
hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau
ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat
dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau

yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima
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untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan

tersebut telah diterima uang tanggungan;

i. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum,

merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat

udara dalam penerbangan;

j. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau

ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan
perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam
penerbangan;

. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat,

dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka
berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara

sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan
maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas
kemerdekaan seseorang;

. Melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang
di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat
membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;

.Melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau
menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang
menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan

penerbangan;
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. Melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di
dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan
yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak
dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut
yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;

. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai
kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan
lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf I, huruf m, dan huruf n;
. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena
perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam
penerbangan;

. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat
membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;

. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat
mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam

penerbangan.



